KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

NOMOR 139/PP.09.2-Kpt/1375/KPU-Kot/XI/2020
TENTANG

PELAKSANAAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN/ATAU WALI KOTA DAN

WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi

Menimbang

Mengingat

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan
Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota, penyediaan  perlengkapan  Pemilihan
dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepat
jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan

efisien;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Pelaksanaan
Pengelolaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Barat, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah ...
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diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6512);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2020
tentang  Perlengkapan Pemungutan Suara dan
Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang  Jenis,
Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota;
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S. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 421/HK.03-
Kpt/07/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Tata
Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN
LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020.
Menetapkan Pelaksanaan Pengelolaan Logistik Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020.
Pengelolaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Barat, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 dilaksanakan dengan
swakelola oleh Sekretariat KPU Kota Bukittinggi.
Pelaksanaan pengelolaan logistik Pemilihan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan rincian kegiatan
sebagai berikut :
1. Pengelolaan logistik surat suara :

a. Sortir surat suara;

b. Pelipatan surat suara;

c. Penyimpanan, penyusunan dan pengadministrasian

sortir dan lipat surat suara.

2. Penyiapan/perakitan kotak suara dan bilik pemungutan
suara.
Pengesetan dan sortir formulir.
Pengesetan dan pengepakan surat suara.

Sortir dan pengesetan sampul dan alat kelengkapan TPS.

i

Pengawasan proses penerimaan/penyimpanan/persiapan
pengelolaan logistik.

7. Pengepakan logistik dalam dan luar kotak.

Distribusi ...
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8. Distribusi logistik :
a. Distribusi logistik di luar kotak suara;
b. Distribusi logistik di dalam kotak suara dari KPU ke
PPS melalui PPK;
c. Distribusi logistik dari PPS ke TPS;
d. Distribusi arus balik dari TPS ke PPK; dan
e. Distribusi arus balik dari PPK ke KPU.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan
logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi untuk
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi tahun
2020.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi

pada tanggal 21 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,
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HELDO AURA
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
_~KOTA BUKITTINGGI
/>>~Kepala Sub Bagian Hukum
I/ . v’

°>. Rima Herlin Ferdian
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